PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2016/PA. Thh

p ) Coan )l ) sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MANA ESA
Pengadilan Agama Tembilahan yang memertksa dan mengadili perkara
tortenty pada tingkat pertama telah menjatubkan putusan dalam perkara Ceral
Talak antars
umur 38 tahun, agama lslam,
pendidikan SMA, pekeraan Tani, tempat tinggal di Jalan
H. Sadri Lorong Burak RT.003 RW. 007 No. B6 Kelurahan
Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten
indragirt Hilir, sebagai Pemohon;
melawan
umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekedaan 1bu
Rumah Tanggas, tempat tinggal Jalan Pandidikan RT 005
RW, 003 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah
Kabupaten Indragin Hilir, sebagal Termohon;
Pengadilan Agama tersebut |
Telah membaca dan mempelajar berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pamohon serta mameriksa bukti surat dan
saksl-saksl di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannys tertanggal 04
Februad 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 126/Pdt G2016/PA Thh, tanggal 11 Februan 2018
mengemukakan hal-hal sebagai berkut |
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istr saeh, menikah pada
tanggal 06 Oktober 2000 dihadapan Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA)  Kateman, Kabupaten Indragicl Milir, sebagaimana Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor @ 643/13/X/2000, tertanggal 068 Oktober 2000,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dengan
Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istr

Hataman 1 dan 11 hat. Putusan Nomor 1260Pdt G2014/PA Thh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



(ba'da dukhul), telah dikarunisl tiga orang anak, bermama @ 1,
umur 14 tahun, 2. NASWA ADILA, umur 12 tahun, 3
umur 10 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan
Pemohon,

3. Bahwa selama dalam ikatan pemikahan tersebut  Pemohon  dengan
Tormohon hidup bersama sebagal suami-istri, bertempat tinggal di rumah
orang tua Femohon di Sungal Guntung selama kurang lebih 1 tahun
kemudian pindah di rumah perumahan PT, Pulau Sambu Sungal Guntung
selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon
di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhic pindah di
rumash kediaman bersama di Desa Tanjung Baru selama kurang lebih 10
tahun 10 bulan;

4. Bahwa sejak bulan Mel tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagl karena sering
tedadi porselisihan dan perdengkaran, yang penyebatinya adalah
o Termohon tidak patuh terhadap suami, dan sering keluar rumah tanpa

alasan yang jelas,
b, Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuly dengan laki-laki lain
bernama

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Antara Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal, pada alamat sebagaimana tersebut di atas
sehingga sampal sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang 6 bulan, selama herpisah lersebut antara  Pemohon dengan
Termohon sudah diupayakan rukun kemball, akan tetapi tidak berhasil,

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut o atas, keadaan rumah tanggal
Pemohon dan  Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon
tidak sanggup lagl untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara inl sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dall tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar
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segera mamenksa dan mengadill perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sabagal berkut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Member izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,

3. Apabila permohonan saya Ini diputus dikabulkan mohon memerintabkan
Panitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk  mengirimkan  salinan
penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal
Pemohon dan Termohon sera tempat telab dilaksanakannya pernikahan
tersebut,

4. Membebankan blaya porkara menurut hukum,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapal jain, mohon putusan yang seadil-adiinya,

Menimbang, bahwa pada hard persidangan yang telah ditetapkan,
Pemaohon telah hadir sendirt dimuka persidangan, akan tetapi  Termohon tidak
hadir dan tidek pula menyuruh orang lain sebagal wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor  125/Pdt G/2016/PA. Toh, tanggal 19 Februsrt
2016. dan tanggal 03 Maret 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan fidak ternyats ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah barusaha mendamaikan dengan
cars menasehati  Pemohan untuk bersabar dan kumpul kembali dengan
Tarmohon sebagal suami isterl, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomar @ 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar i
parsidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan
membacakan surat parmohonan Pamohon yang isinya tetap dipartahankan oleh
Pemohon;
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Menimbang, bahwa untuk memperkuat dall permohonannya, Femohon

telah mengasjukan bukti surat berups
- Folokopi Buku Kutipan Akts Nikah Nomor - 843/13/X/2000, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaleman, Kabupaten

Indragirt Hilir, tanggal 06 Oktober 2000 | lalu Majelis memeriksa bukti surat

tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermetera

cukup dan telah di legalisic Panitera Pengaditen Agama  Tembilahan,

kemudian oleh Ketua Majelis, diberd tanda P
Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemaohon jJuge mengajukan

bukti saks-sakal sebagat benkut
1. umur 28 tahun, agamsa

Islam, pendidikan D.1 Perhotelan, pekeraan Karyawan Motel Telaga Puri,

bedermpat tinggal di Jalan Tanjung Sar Kelurahan  Sungai  Beringin,

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragin Hilir, saksi di bawah sumpahnys

membarikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai
keponakan Pemohon;

«  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamidsten yiang sah,
menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Kateman dan setelah
menikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah di rumah orang tua
Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian
pindah di rumah perumahan PT, Pulau Sambu Sungal Guntung selama
kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pamohon di
Sungal Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di
rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru selama kurang lebih 10
tahun 10 bulan;

«  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami ister), telah dikarunial 3 orang
anak;

Bahwa sekarang inl keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak rukun dan tidak harmonis lagl karena sering teradi perselisihan dan
perengkaran;
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Bahwa perselisihan  dan  pertengkacran  Pemohon dengan  Termohon
disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain
yang bernama Parlan dan juga Termohon sering keluar rumah,

- Bahwa saksi permah melihst Termohon dan selingkuhannya pada saat
pergl ke pasar,

«  Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

«  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun
kemball, akan tetapi tidak berhasi,

2. umur 60 tahun, agama islam, pendidikan S0,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Sadr Lorong
Burak RT. 003 RW. 007 No. 86 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragir Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai barkut
« Bahwa saksi mengensl Pemohon dan Termohon karena sebagal ibu

kandung Pemohan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah susmidsten yang sah,
menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan  Kateman dan setelah
menikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah di rumah orang tua
Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian
pindah di rumah parumahan PT. Pulau Sambu Sungal Guntung selama
kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di
Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di
rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru selama kurang lebih 10
tabun 10 bulan:

« Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknys suami ister, telah dikarunial 3 orang
anak;

«  Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak rukun dan tidak harmonis lagl karena serning terjadi perselisihan dan
penengkaran,

Bahwa perselisihan  dan pertengkaran  Pamohon  dengan  Termohon
disebabkan karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga

Malamisn 5 dan 11 hat, Putusan Nomar 125/Pat G/2014/PA Toh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Famohon dengan Termohon, Tarmohon berselingkuh dengan laki-laki lain

yaitu Parlan;

Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertemu dengan selingkuhannya

sobunyak 3 kali;

Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah

berpisah tampat tinggal selama kurang lebih 6 bulan,

«  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun
kembali, akan tetap! tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Pemohon telab menyampaikan kesimpulan secara
hsan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa  Pemohon selanjutnya menyatakan tdek akan
mengajukan sesuaty apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannyi
sorts memohon perkar ini segera diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uralan putusan ini, Majelis
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan  Pemohon adalah
sabagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesual pasa 145 RBg jo pasal 26 Peraturan
Peamerintah Nomor @ Tahun 1675, Pemohon dan  Termohon telah dipanggil
sacarm resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mana  Pemohon secara in parson telah hadir dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak hadie dan tidak pula menyuruh orang lain sebagal wakil atau
kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak
melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena  Termohon tidak hadir  dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damal
sebagaimana dikehendaki oleh pasal B2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2008 pasal 154 R Bg dan pasal 131 KHI serta Paraturan
Mahkamah Agung R Nomar 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim
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sudah barupaya secara maksimal menasihatl Pemaohon agar bersabar dan rukun
kembali untuk membina rumah tangganya dengan  Termohon tetapl tidak
berhasll, maka pemaerikssan perkara dilanjutkan  dengan pembacean surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap diperdahankan aleh Pemohon,

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini
adalah karena antara Pemohon dengan Termohon senng tenadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan |
a. Termohon tidak patub terhadap suami, dan serng keluar rumah tanpa alasan

yang jelas,
b. Termohon telsh menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-daki lain
bermnmama

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajuka bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saks), terhadap bukti-bukti
mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini,

Manimbang, bahwa pertama-tama harus dipetimbangkan adalah tentang
hubungan hukum, maka berdasarkan buktl P (Buku Kutipan Akta Nikah), termyata
adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-
istri yang sah, mentkah pada tanggal 08 Oktober 2000, dengan demikian
Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak.-pihak
dalam perkara ini;,

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, temyata keduanya adalah
orang-orang dekat dengan Pamahon dan kedua saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnys dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang
barsumber dar penglihatan dan atau pendengaran sendirl, dan keterangan satu
dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesual dengan dalil-dalil dan
alasan pokok permohonan  Pemchon, dengan demikian saksi-saksi tersebut
dipandang telah memenubl syarat formil dan syarat materiil buktl saksi, sehingga
keterangan saksi-saksi a quo telanh dapat diterima sebagal bukti yang cukup
mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam
perkars inj;

Menimbang, bahwa darl permohonan  Pemohon, yang didukung bukti P
dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim
telah dapat menamukan fakta-fakta sebagai berkut :
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Bahwa Pemohon dengan  Termohon adalah susmi-istri yang sah, menikah
pada tanggal 08 Oktober 2000, dan telah dikarunial 3 orang anak;

«  Bahwa antara Femohon dengan  Termohon telah terjadi perselisihan dan
perengkaran secara lerus menerus yang disebabkan sering keluar rumah
tanpa alasan yang jelas dan Termohon  telah menjalin hubungan
cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama
Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya,

Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamalan
sgar rukun kemball sebagal suamiJstrl, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas, Majelis
berpendapat bahwa dalikdalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan  Termohon
telah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah
sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1674,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Peamohon  dengan
Termohon dapat dilihat dart fakta dimana Pemohaon telab berpisah tempat tinggal
dengan Termohon selama kurang lebih 6 bulan lamanyaserta upays damai yang
telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun cleh Majelis Hakim selama
pemaenksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Mal ini adalah merupakan indikas
bahwa antars Pemohon dengan Termohon sudah sangat sult untuk disatukan
sorta tidak ada lngl harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangge;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga  Pemohon dengan
Termohon  telah  sampai  pada  kondisi  pecah, maka dengan  tidek
mempertimbangkan lagl dari pthak mana datangnya penyebab perselisthan dan
pertengkaran & quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1674) dan atau  kelusrga yang sakinah,
penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum lslam),

Hlnman B dart 19 hal, Putusan Nomor 125/Pdt Q12014/PA Thh

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa meskipun parceraian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT, | skan tetapi mempartahankan perkawinan dengan kondisi tersebut
diatas patut didugs akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) darl pada
maslahat (kebaikan), disntaranya pendedtaan batin yang bekepanjangan bagl
kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada
mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam kitab
At- Asbah Wan Nazholr, hal. 82 yang berbunyi :

cJ\.AJ! Gl e aie aulial ¢ 0
Artinya | Menolak kemudharatun (keburukan) lebih divtamaken denpada merath
kemuasiahatan (kobaikan) |

Menimbang, bahwa  selanjutnya  juga, Majelis  Hakim  periu
mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Bagarah ayat 228 yang berbunyi |

ol g i 5 vy i Wil (A g Al

Artinya | "Talak (yang dapat dirujuk) tu dua keli, seteleh ity boleh rujuk lagi
dengan cara yang makruf atay menceraikan dengan cera yeng baik”,

Darl dalil torsebut dapat ditarik pengertian, apablla perkawinan sudah sulit untuk
dipertahankan lagl, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang
bk,

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanghan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan  Pemohon untuk berceral
dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 19 huruf ( ) Peraturan Pamarintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 hurut ( f) Komptlasi Hukum Islam, oleh karena itu sesual ketentuan pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka oleh karensnya
permohonan Pamohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingatl ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka
Pengadilan Agama  dapat mengabulkan  permohonan  Pemohon dengan
membert izin kepada  Pemohon untuk mengucapkan ikrar lalak terhadap
Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan,
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pengadilan Agama, yang telan diubah
untuk kedua kalinya gengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000, Majelis
Makim memerintahkan kepada Paniters Pengadilan Agama Tembilahan untuk
menginmkan salinan panetapan ikrar talak setelah dilaksanakan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
Pemohon dan  Termohon dan Kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama tempat perkawinan  Pemohon dan  Termohon dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor
7 Tahun 1988 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor S50 Tahun 2009, maka semua blaya perkara ini dibebankan kepada
Pemaohon untuk membayarmys,

Memepearhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang bertaku serta dalil-dalil syar't yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1, Menyatakan Termohon yang telsh dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir |
2. Mengabulkan permohonan Pamohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak saty rafi terhadap Termohon
depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan |
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan
salinan Penetapan Ikear Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanah Merah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten
Indragir Hifir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) |
Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengaditan Agama Tembilahan pads hart Rabu tanggel 16 Maret 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadii Tsani 1437 H, oleh kami Drs. M. SYUKRI
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sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S H.I dan FATHUR
RIZQI, S.H.| masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu
juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang
. didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR

ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Hakim angota, Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.| FATHUR RIZQI, S.H.I
Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai, = Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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